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Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). 

Pokok Perkara : Tidak adanya batasan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
c UU 2/2002 bertentangan dengan jaminan perlindungan diri 
pribadi, kehormatan, harkat derajat, dan martabat seseorang 
yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, 
dan jaminan hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam 
keadaan apapun yang dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 

Amar Putusan  : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 
Tanggal Putusan : Selasa, 25 Januari 2022. 
Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang senantiasa 
melakukan aktifitas sehari-hari di luar rumah merasa hak konstitusionalnya yang diatur 
dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasla 28I ayat (1) UUD 1945, berpotensi akan 
dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002.  

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji 
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU 2/2002 terhadap UUD 1945 maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;  

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat dalam 
kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon telah dapat 
menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para 
Pemohon sangat potensial akan terjadi dengan tidak diaturnya batasan bagi aparat 
Kepolisian dalam melakukan kewenangannya untuk menyuruh berhenti seseorang yang 
dicurigai. Para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan kausalitas antara 
anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya 
norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian 
demikian tidak akan terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan 
para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

Bahwa permasalahan permohonan para Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah 
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cukup jelas maka tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta 
keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan para Pemohon 
kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. 

Terhadap pokok permohonan para Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa aparat 
Kepolisian yang melakukan patroli terutama pada malam hari dengan melakukan 
pemeriksaan seseorang yang dicurigai sesungguhnya akan memberikan rasa aman dan 
perlindungan pada masyarakat. Keberadaan aparat Kepolisian di jalan pada malam hari 
diharapkan akan meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, serta memberikan 
perlindungan kepada masyarakat dari orang-orang yang berniat jahat ataupun orang-orang 
yang mengganggu ketertiban umum. Bagi Kepolisian, penayangan aktivitas aparat 
Kepolisian di berbagai media selain bertujuan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada 
masyarakat mengenai pelaksanakan tugas penegakan hukum dari Kepolisian juga bertujuan 
untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan yang 
ada, kejahatan yang seringkali terjadi di jalan, sehingga masyarakat dapat lebih peduli dan 
waspada dengan lingkungan sekitarnya. Media masa dan tayangannya memiliki batasan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa pers 
berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama 
dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 

Bahwa dalam hukum, berlaku asas praduga tak bersalah, dan dalam penerapan asas 
praduga tak bersalah seseorang harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki 
hakikat martabat. Seseorang harus dianggap tidak bersalah, sampai diperoleh putusan 
pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Untuk itu 
orang yang dicurigai dan diberhentikan oleh petugas seharusnya diperlakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia.  

Bahwa norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang tidak dapat dilepaskan 
dengan norma Pasal 13 UU 2/2002 mengenai tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara  
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahkamah sebagai sebuah 
norma, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 telah jelas rumusannya, dan tidak menimbulkan 
tafsir yang berbeda. Norma-norma yang mengatur tugas dan kewenangan demikian menurut 
Mahkamah tidaklah harus dijelaskan lebih lanjut.  

Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) 
huruf d UU 2/2002 sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan para 
Pemohon. Bukan berarti norma a quo melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan 
martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) 
dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan a quo 
dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak 
mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) 
UU 2/2002 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian 
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, 
kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 UU 2/2002 
juga menegaskan sikap dan perilaku pejabat Kepolisian terikat pada Kode Etik Profesi 
Kepolisian. Selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, 
dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat 
pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang 
bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya. Sebagai pedoman hidup Kepolisian 
juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi 
manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 
2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat 
penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Dengan demikian telah jelas 
terdapat batasan-batasan yang berlaku dalam pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (1) huruf d 
UU 2/2002 meskipun tidak tersurat dalam norma a quo. Oleh karena itu, apabila dalam 
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pelaksanaanya terjadi pelanggaran maka hal itu adalah persoalan implementasi dari norma 
dimaksud, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. 

Bahwa selain itu, Mahkamah mengingatkan agar masyarakat selalu mendukung 
pelaksanaan tugas Kepolisian dengan menyeimbangkan perlindungan hak asasi yang 
dimilikinya dengan cara tidak segan-segan untuk mengingatkan kepada aparat Kepolisian  
dan mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian melanggar hak 
asasinya. Sedangkan berkenaan dengan pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 
2/2002 Mahkamah menegaskan agar diimplementasikan dengan selalu menjunjung prinsip 
due process of law yang berdampingan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana 
diamanatkan oleh KUHAP. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat 
bahwa tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf d UU 2/2002 bukanlah menjadi penyebab oknum Kepolisian melakukan tindakan yang 
merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Persoalan yang para Pemohon dalilkan 
bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma 
Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Menurut Mahkamah telah ada batasan yang jelas 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta 
peraturan pelaksana lainnya terkait persoalan yang para Pemohon permasalahkan. 
Mahkamah meminta baik aparat Kepolisian maupun media masa diharapkan dapat selalu 
berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tetap dalam koridor yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 


